SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan  Nomor
20/PHPU.BUP-XXIII/2025  Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya
memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara
Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran
Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran
dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap,
Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih
Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada
tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan  yang
dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan
puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan
Umum Nomor 494 /PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak
Lanjut Putusan  Mahkamah  Konstitusi atas

Perselisihan Hasil Pemilihan;

c. bahwa . ..



Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b, dan ¢ perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten
Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pesawaran Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan . ..



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 226/KPU/HK/2025
tentang Penetapan  Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Se-Kabupaten Pesawaran Untuk Pelaksanaan
Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024.

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-
Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Pasca Puftusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten . . .



Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau
sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangarn.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPK sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga)
orang untuk masing-masing wilayah kerja kecamatan yang
terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 {(dua) orang staf
sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan
teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan
masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPK sebagaimana tersebut dalam Pasal 61
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 adalah sebagai berikut:

a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;

. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;

. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;

. Memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU

o A O O

Kabupaten/Kota dan PPK dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah
menylapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu,

partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM . ..



KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan
logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 62 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
adalah menyiapkan urusan tata wusaha, pembiayaan,
adminstrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan
menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan
PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta
kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun
2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak
tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2025 sampai dengan
tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd
FERY IKHSAN

Saliian sesyai dengan aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024



PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN PESAWARAN UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN

hubungan masyarakat,

TAHUN 2024
NO NAMA JABATAN DESA
Rahmadi Lestari, S.H .
. | NIP. 1971115 200901 1 003 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat Urusan
Rizal Triasdi Tekrfm Penyt?lt?nggaraan
2. Pemilu, Partisipasi
Hubungan Masyarakat, GEDONG
dan Hukum TATAAN
Suhaemah Staf Sekretariat Urusan
3. Tata Usaha, Keuangan,
dan Logistik Pemilu
Dedi Satria, S.Pd.I Sekretaris PPK
1. | NIP. 19810525 201407 1 002
Staf Sekretariat Urusan
A Pebrianto. S.Pd Teknis Penyelenggaraan
. gus Febrianto, S.Pd. . ..
NIP. 19900222 201101 1 002 Pemilu, Partisipasi WAY LIMA
Hubungan Masyarakat,
dan Hukum
Staf Sekretariat Urusan
3. | Femi Amalia Safitri, S.Par Tata Usaha, Keuangan,
dan Logistik Pemilu
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Hasanuddin, S.E. -
L | NIP. 19720627 201001 1 004 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat urusan
2. | Sawi Effendi, S.E. tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu NEGERI
KATON
Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan
3. | Rido Dinanto, S.E. Pemilu, partisipasi

dan hukum




Weni Maryana, S.E
NIP. 19770414 201001 2 005

Sekretaris PPK

Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan

Sutopo . e
NIP. 19720402 200701 1 012 Pemilu, partisipasi
hubungan masyarakat,
dan hukum TEGINENENG
Staf Sekretariat urusan
Valentinus Tommy Anggara, A.Md tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu
Doni Apika, S.Pd., M.M. .
NIP. 198404212010011022 Sekretaris PPK
Saming .o Sl Seloctait ururen
NIP. 198206032022211003 dan logistik Pemilu WAY KHILAU
Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan
Antoni Hendrawan Pemilu, partisipasi
hubungan masyarakat,
dan hukum
Zulkifli, S.Pd.I .
NIP.19800811 201101 1 004 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan
Febrian Rosa. S.E. Pemilu, partisipasi
hubungan masyarakat, | KEDONDONG
dan hukum Staf
Sekretariat urusan tata
Vira Rezkika Anggraini, S.H. usaha, keuangan, dan
logistik Pernilu
Syahrial Fayumi .
NIP. 19810418 200902 1 005 Sekretaris PPK
TELUK
PANDAN

Bulyan Mahalli

Staf Sekretariat urusan
tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu




Sopri Idwin, S.E.

Sekretaris PPK

Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan

dan hukum

Anton Setiawan

Staf Sekretariat urusan
tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu

Putra Pajar Sidik Pemilu, partisipasi PADANG
hubungan masyarakat, CERMIN
dan hukum

. . . Staf Sekretariat urusan

Risqa Adisty Latifa tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu

Bambang Suparmin, S.AM .

NIP. 19860403 200902 1 004 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat urusan

Teguh Rahadi teknis penyelenggaraan
Pemilu, partisipasi
hubungan masyarakat, WAY RATAI
dan hukum

Nurul Dwi Cahyati Staf Sekretariat urusan
tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu

Sarjaka, S.Pd .

NIP. 19700225 200212 1 001 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat urusan
teknis penyelenggaraan

Kamsuri Pemilu, partisipasi MARGA
hubungan masyarakat, PUNDUH
dan hukum
Staf Sekretariat urusan

M. Vandoe Seke Vagsy tata usaha, keuangan,
dan logistik Pemilu

Sariharjo .

NIP. 19750806 200701 1 023 Sekretaris PPK
Staf Sekretariat urusan

. s teknis penyelenggaraan

Septian Ady Wijaya, A.Md . e

NIP. 19870912 202001 1 003 Pemilu, partisipasi PUNDUH
hubungan masyarakat, PIDADA

i
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engan aslinya
PU KABUPATEN PESAWARAN
IAN TEKNIS DAN HUPMAS,

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN



